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PUTUSAN
Nomor 1530/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
& LI X\ z

AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Cerai Gugat yang diajukan oleh :
Penggugat, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ibu
brumah tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan
WSwsata, tempat kediaman Kota Tangerang Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin
tanggal 25 Mei 2015 dengan register perkara  Nomor
1530/Pdt.G/2015/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka
atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan ...
sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
1530/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa
Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan
kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan
majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri
maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati

Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
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{.'Ei_'-q'gﬂ# : ' ara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam

SRS

ah tangganya.

Wenimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,
karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud
Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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enetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni
ih dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H., oleh Dra. Hj. Ai
gai ketua majelis, Drs. Hendi Rustandi, S.H. dan Zainul
iging-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga
gebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
Sitti Hajar, S.H.l., panitera pengganti, dengan dihadiri
Pepghtigat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Drs. Hendi Rustandi, S.H. Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Zainul Arifin, S.H.
Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 500.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.
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